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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman dalam menjamin pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis/Medical Report;

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/IV/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Jiwa kepada masyarakat.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal lertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

PENERAPAN

Pasal 2
(1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan pelayanan rumah sakit berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

(2) Jenis-jenis pelayanan rumah sakit, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan RS Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3
Standar Pelayanan Minimal diberlakukan dan dilaksanakan melalui penerapan standar pelayanan rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4
(1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit jiwa sesuai Standar Pelayanan MinimaL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5
(1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal 6
Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan rumah sakit untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 7
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Fasilitasi dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi:

a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;

c. penilaian pengukuran kinerja; dan

d. penyusunan laporan kinerja dalam menyeleng-garakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8
(1) Gubernur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9
(1) Gubernur melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 17 Desember 2013
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 17 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 47 SERI E
1

